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BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
NOMOR 57 TAHUN 2024 SERI F NOMOR 995

PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 50 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 93 TAHUN 2022
TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMOSIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait
dengan pengembangan proses pendaftaran dan pengumuman
laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang ada saat ini
diperlukan dasar pengaturan yang lebih konprehensif;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan
atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07
Tahun 2016 tentang Tata Cara pendaftaran; Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Pedoman Penilaian Monitoring Center For Prevention (MCP)
tanggal 28 Februari 2024, diketahui adanya perluasan wajib
lapor Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka Peraturan
Bupati Samosir 93 Tahun 2022 tentang Laporan Harta
Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Samosir perlu dilakukan perubahan
guna mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat

terlaksana lebih efisien dan efektif;




c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 93
Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di
Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4346);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014




10.

11.

12,

Nomor 224, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nornor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem

Pengendalian Intern Pemerintah, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 890);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5153);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun
2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan
Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
572);

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021
Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah
Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir

Tahun 2021 Nomor 41 seri D Nornor 31);

13 Peratuara........... J




13. Peraturan Bupati Samosir Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Pedoman Pembentukan Staf Khusus Percepatan Implementasi

Kebijakan Daerah Kabupaten Samosir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR NOMOR TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR
93 TAHUN 2022 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA (LHKPN) DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Samosir Nomor 93

Tahun 2022 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten

Samosir Tahu 2022 Nomor 98 Seri F Nomor 861) diubah sebagai berikut :

1. Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ditambahkan 2 (dua) angka yang

berbunyi :
18. Ajudan adalah Ajudan Bupati, Ajudan Wakil Bupati Ajudan Sekretaris

Daerah Kabupaten Samosir.

19. Staf Khusus adalah Unsur staf yang diangkat dari Unsur Non Aparatur

Sipil.

2. Ketentuan Pasal 2 Ayat (5) ditambahkan 2 (dua) huruf sehingga berbunyi

sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada Komisi

Pemberantasan Korupsi yakni pada saat:

a.

d.

pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali

menjabat;

. berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara

Negara;

. pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah

berakhirnya masa jabatan atau pensiun; atau

masih menjabat.

(2) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan

huruf ¢ wajib disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)




bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/berakhirnya
jabatan/pensiun/pengangkatan kembali setelah berakhirnya masa

jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.

(3) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib disampaikan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan per

tanggal 31 Desember tahun laporan.

(4) LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disampaikan dalam
jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
(5) Penyelenggara Negara yang wajib menyampaikan LHKPN di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Samosir terdiri dari:
a. Bupati Samosir;
b. Wakil Bupati Samosir;
c. Pejabat Struktural Eselon II dan Eselon III;Pejabat Fungsional Tertentu
pada Inspektorat Daerah;
d. Pejabat Fungsional Tertentu pada Inspektorat Daerah;
e. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah,
f. Pejabat Fungsional Penata Perizinan pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
g. Bendahara Pengeluaran/ Penerimaan pada Satuan Kerja Perangkat
Daerah;
h. Ajudan;
i. Staf Khusus
Pasal II

Peraturan Bupati Samosir ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan

pada tanggal 22 Oktober 2024

Plt BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
MARTUA SITANGGANG

/ Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor &% Tahun 2024
Seri F Nomor 44¢
Tanggal a2 Oktober 2024

Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir




